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RINGKASAN

PERANAN LSM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA MENINGKATKAN HUBTINGAN KEMITRAAN ANTARA LSM
DENGAN PEMERINTAH DI KOTA SEMARANG
Oleh : Suleki dan Dyah Wijaningsih, 2003, 40 halaman.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [/ DH( Rutin No, 02/107. 11.
PJI /KPP /2003,

Pﬂne]itian ini akan mengungkap tiga permasalaban, yaitu tenlang
pentingnya LSM dilibatkan dalam penpelolaan lingkungan hidup serla faklor
laklor yang mempengaruhinya serla beberapa upaya unluk fnuninp;kalkan
hubungan kemitraan antara LSM denpan pemérintﬂh. Permasalahan dersebut
dipecahkan dengan melode pendekatan yuridis-sosiolopis. Berlitik tolak pada
|‘rt!rnmsal&hﬂn yang disjukan dalam punelitian ini, maka beberapa tujuan yang

hendak dicapai yailu:

1. Untuk menemukan posisi LSM yang lepal dalamy pengelolaan lingkungan

hidup di Indonesia.

|l

Untuk menemukan faklor-faktor yang mempengaruhi peranan 1SM dalam

pengelotaan lingkungan hidup.

3. Untuk menemukan upaya-upaya yang tepal untuk meningkatkan hubungan
antara pemerinlah dengan LSM dalam pengelolaan hidup,

Adapun jenis penelitian ini adalak  kualitatif-induktif-verifikatit.
Penelitian lapangan difakukan pada BAPEDALDA Kota Semarang, BAPPEDAL
Frovinsi Jawa Tengah, dan 5 TSM lingkungan hidup di Semarang, |

Berdasarkan peneliian yang telal dilakukan, lidak ditemukan
kiasilikasi LSM di kola Semarang. Data {entang jumlah LSM lingkungan hidup
juga tidak dapat diketahui secara pasti. Pemerintah Kota Semarang (Bapcdalda
dan Kesbanglinimas) belum mempunyai data yang ielas tentang jumlah dan

Kiasifikasi LSM (Kelompok Profesi, Hobi, dan Minat) . dalam wilayah LSM
lingkungan hidup.

L
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Berdasarkan hasil penetitian  dan  pembahasannya, dapat  disajikan

heberapa kesimpulan dari penclilian ini, yaitw

1.

Peranan LSM dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan
melalui fnfernal cantrol (scbagai anggota Tim Penidat AMDAL}Y  alau di
kepanitiaan laiomya dan external confrol (waltch dop/ pengawas lingkungan,
kekualan penekan (pressure group) dan penyalur aspirasi rakyal,

Terdapal beberapa faktor yanyg dapat mﬂmpﬂn.garuhi peranan LSM dalam
pengelofaan lingkungan hidup; yailw: kemavan pemerintah (political witd), h
kupasitas dan kapabilitas LSM, komitmen LSM tur]mﬂup etikn, visi dan
musinya. | | '

Hubungan kemitraan antara LSM dengan pemerinlah dapal ditingkatkan
melalui dua jalur, baik dalam peranan LSM secara futernal control maupun
external control. Pada kedua jalar inj, yanp terpenting adalah perhu dibuat
semacam MoU, keduanya harus meninggalkan rasa saling curiga dap
mejadikan. kekuatan pada masing-masing pihak sebagai sinergi optimal
dalam pengelolaan lingkungan hid.up,

Berdasarkan kesiinpulan penelitian ini, maka untuk perbaikan sysiem

pengelolaan lingkungan di Kota Semarang perlu direkomendasikan beberapa

hal sebagai berikul

1.

Melihal realitas bahwa belum ada pengklasifikasian LM secara umum dan
LSM lingkangan hidup khususnya di Kotu Sémarang, maka pemerintah

(Kesbanglinmas dan Bapedalda) seharusnya segera  mengadakan
invenlarisasi LSM secara lengkap.

. Program aksi yang meolibatkan unsur pemerintah dan LSM hendaknya lebih

sering dilakukan agar hubungan sinergi antara keduanya dapat dicapai,

. Pengadaan penimpgkatan kualitas sumber daya manusia bapi LSM pecln

diperhatikan oleh pemerintah, misalnya melalui kursus AMDAL lipe A, B
dan C. '

v



SUMMARY

THE ROLE OF NGO IN THE ENVIROMNETAL MANAGEMENT AND THE
. EFFORT TQ INCREASE PATNERSHIP RELATION BETWEEN NGO AND
GOVERNMENT IN SEMARANG CITY

By : Suieki dan Dyah Wijaningsih, 2003, 40 pages

Law Faculty of Diponegoro University / DIK Rutin No. 02/)07 11,
PII/KP 2003,

This rescarch was conducted. to reveal the three problems, those were (1)
the importance of NGO involved in environmenial management, (2} the factors
which influenced the role and (3) to seek the efforl for increasing the partnership
relation between NGO and government. The problems will be solved with socio-
lepgal approach. This research was celebrated for these propase below:

1. To find the right position of NGO in the environmental management in
Indonesia.,

2. To lind lhe taclors which influenced the role of NGO in the eavironmenial
management in Indonesia.

3. To find the right efforls lo increase the partnership relation bolween
government and NGO in environmenial management.

The type of this research is qualitative-inductive. Field rescarch is done in
Bapedalda Semarang City, Bappedal Provines, Central of Java and 5 NGO's in
Semarang.

Bused on the research, there was no data about NGO classificabion in
Semarang City. The data about the numeric of environmental NGO was could
nol find exactly loo. The government of Semarang City has not done inventory
about NGO. (the group of hobby, profession and interest).

Based on the results and data analysis, there were some conclusions have
been found as mention bellow:’

T. It was important to involve NGO in environmenta]l management process
because they had potential power and as one of the subjects in
environmental management responsibility. This role was needed to avoid the
sector  vested - interest in development. That role can be done as either a
partner or as a walchdog way.

2. Some factor which influenced the NGO role were consist of (1) internal factor
{ e.g. human resoyrces, fund, programs) (2) external factor (e.p. relation with
government and NGO relation o others).

- The partnership refation between NGO and government could be increased
by involved NGO in government development program especially in
environmental program (in AMDAL commission), conducted the course and



jein- them in every environmenlal improvemoent. These programs will be
successful il both of them in the same posilion and  Ihey have no  prelend
cach other, They must lo be a good parloer,

Basad on the conclusion as mention a fore, the recommendations bellow
conld be proposed o over come the problems in the environmenial management
aspecially for the role of NGU. Those recommendations were:

1. The govermment ol Semarang Cily {Bapedalda, Kesbanglinmas) should
inventory the all of NGO completely. '

2. Aclions program thal involve government parties should be done in order to
reach the synergy relation.

The qualily of NGO human resources should be increased by povernment
espacially for example: AMDAL course in lhe type of A, Bor C.

*
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BARI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

) Pengelolaan  linpkunpan hidup merupakan upaya lerpadu unluk
medestarikan funpsi lingkungan hiﬂup_}rﬂng melipuli kebijaksanaan poenalaan,
pemanfaailan, pengembangan, pemelil{araaﬁ, pemulihan, pengawasan,  dan
pengendalian Iingkungt;n hidupt. Sejak pengelolaan lingkungan hidup
berorienlasi  pada  kepentingan " ekonomi atan juga dapal dikatakan
antroposentris?, maka akan cenderung pada usaha-usaha atau kegialan-kegialan
yang eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Untuk memenuhi kepentinpannys,
serinpgkali manusia cenderung, melakukan dosa-dosa lerhadap lingkungan hidup
' (ervironmental sins)®. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan
kebutuhan hidup manusia, keterpantungan manusia terhadap sumber daya alam
(sda) atau kandungan lingkungan semakin besar pula. Pada sisi lain,
pemanfaalan sumber daya alam secara terus menerus tenlu akan moengakibatkan
. penurunan kuantitas maupun daya dukungnya. Ofeh. karena itu, peningkatan
kesadaran manusia techadap kelestarian lingkungan hidup harus ditingkatkan.,

Kesadaran manusia terhadap linpkungan akan melahickan berhu;.gaﬁ
kebijakan lingkungan }rangé_ berasaha untuk melestarikan sumber daya alam
secara global. Deklarasi Stockholmt, misalaya, telah dijadikan landasan
perumusan kebijakan lingkungan nasional tentang pembangunan berwawasan

lingkungan ( eco-development), yang kemudian dituangkar dalam Pasal 1 anpka

1 PJriHsa Pasal 1 angka 2 UL No. 23 Tahun 1887 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
{(LUUPLH). '
Memandang pengelolaan lingkungan hidup dan swdut pandang kepentingan manusia. -
Fandangan inilah yang kemudian dapat mengakibatkan kerusakan fingkungan, balk karena
proses produksi maupun poia kensums! vang ditakukan oleh manuska,
Peling tidak dfkenal tujuh “dosa” {environmental sins) yaltu: (1) Wepulusassan (karena
kemiskinan), (2) gedean (karena jaw enforcementf lemah), (3) kerskusan, {4) keangkuhan
{menundukkan atarn), {G} kelalaian {pemblaran pembuangan limbahy), {6} kekihatian {dengan
kemajuan daerah lain} dan (7) kebencian, Perkea Eko Budierdjo dan Sudanii Hardjohubsjo
dalam "Kota Berwawasan Lingkungen™, Alumnl, Bandung, 1983, hal. 146-147,



(3) UU Pengeloaan Lingkungan Hidup ( UU No, 23 Tahun 1997 yang, sefﬂiljutnya
disingkal UUPLH). Pada tahun 1987, melalui World Commission on Environmental
dnd Dcrfclﬂpment (the Bmﬁdﬂand Report), ataw yang disingkat WECD, dalam

publikasinya “Our Commont Future” memperkenalkan konsep pembangunan
| borkelanjutan  (sustaiable  development)t,  Laporan  lersebut  tampak
mempengaruhi upaya .periindungan lingkungan secara plobal. Upay& ini
kemudian diikuti dengan pengembangan pikiran mengenai konsep hukum baru
di bidang lingkungan internasional 5 Konsep tersebut telah pula diintroduksi
dalamy rangka pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dengan diiqqngkhn
.{untuk pertama kali) dalam Tap MPR No. II/MPRRI/1988 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN).

Untuk mewujudken kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan
'{.-.*mqiwalcnpmm:t} dan  mencapai pembangunan  berkelanjulan  (sustainabie
development), Indonesia telah mengintroduksi instrumen Analisis Mengenai
Duﬁlpak Lingkungan (AMDAL) scbagai salah satu pokok kebijakan dalam
rangka meﬁg&ndaﬁkan usaha alau kegiatan pengelolaan lingkungan yang
diduga d.apai menimbalkan dampak penting. Selama AMDAL diakui sebagai
salah satu alat penting dalam melaksanakan pola  pembangunan  yang,
berkelanjutan, rnakﬁ peran serla masyarakat juga merupukan aspek yang sanyat
penting dalam proses AMDAL. Hal ini disebabkan masyarakatlah yang akan
lerkena  dampak langsung maupun tlidak langsung dari pembangunan.
Masyarakat { baik sebagai Orang Terkena Dampak (OTDj} maupun sebagai
kelompok peduli lingkungan (LSM) ) dapaf membaerikan masukan dan sekalipus
mengontrol proses AMDAL untuk proyek pembangunan lerlentu.

Kita perlu merasa prihatin karena UUPLH 1997 tidak menyebut peran

serle. LSM  dalam  pengelolaaan  fingkungan hidup secara eksplisit, bila

* Dafinisi populer pembangunzan berkelanjutan vaitu pembangunan yang kita lakukan saat ini
dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengurangi kemampuan dari generasl

s Mmendatang untuk mencukupi kebutuhannya. ' '
Moestadii, Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kensap Pambangunan yang Berkelanjutan”
dalam Jumael Hukam Lingkungan, Th.l-No, 171934, Jakarta, 1GEI, hal. 25,



dibandingkan dengan UULH 1982, ESM hanya mendapal legilimasi secara
impiisit melalui Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Umum Angka 4
UUPLH 1997. Hal ini dapat miengakibatkan kelidakseriusan pemerintah unluk
tuerangkul LSM.

Peran- serta LSM dalam penilaian AMDAL terkait dengan kmiu.(luium
alau posisinya dalam Komisi AMDAL. Namun demikian, apabila kita simak
perkembangan pengaturan tentang AMDAL, terdapat perqhahnﬁ yang cakup
berarti mengenai kedudukan LSM dalam Komisi AMDAL. Pada Peraturan
Pemerintah (PP) No. 29 Th. 19865, lidak discbutkan keterlibalan LSM (sebagai
anggola letap atau lidak tetap Komisi AMDAL) fidak diselutkan secara eksplisit,
letapi PP No. 51 Tahun 19937 secara legas menyebutkan kedudukan LSM sebagai
anggota komisi AMDAL tdak tetap. PP tecbaro tenlang AMDAL justru lidéuk lagti
menyebutkan kedudukan LSM dalam Komisi AMDAL sccara eksplisil®, bahkan
istilah “Lembaga Swadaya Masyarakat” hanya dapatl dilemukan pada bapgian
penjelasan Pasal 10 PP tersebut, Kondisi ini lontu juga akan berakibat pada
I::.ﬂsuuggh han “pofitical will” pemerintah untuk merangkul 1SM dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

| Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka
mengungkap  problematic  peranan 1SM dan  factor-faklor  yang

mempengaruhinya sekaligus hendak diungkap hubungan kemitraan dengan
pemeriniah,

® Periksa Pasal 23 dan 25 PP No. 20 Tahun 1886 tentang AMDAL.
? Periksan Pasul 17 dan 18 PP No. 51 Tahizn 1993 tentang AMDAL,
® Parikea Pasal 10 PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL





